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Abstract

In the tourist system, organizational structures have a crucial part in managing human resources,
sustainability planning, and handling management. To ensure the sustained existence of the tourism
industry, it is necessary to investigate the phenomena of deteriorating organizations in the sector to
determine its roots and identify remedies. This study aimed at evaluating the current state of the Pokdarwis
Pesona Singo Langu organization in Kampung Susu Lawu and determining the elements that have
weakened it and impeded its efficacy. Using descriptive qualitative analysis, this research collected data
from community members, stakeholders, and the chairman of Pokdarwis Pesona Singo Langu through
observation and interviews. Three organizational components goals, functions, and formation were the main
subjects of the analysis. The findings showed that the goal element has been successfully attained because
of the clear legal status. However, there were deficiencies in the goal element. A lack of empathy from the
community and the top-down approach to governance and operationalization were two main factors that
are undermining the organization. The formation of newly created organizations by younger organizations,
the dynamics of the political year, and a lack of coordination and communication were examples of external
variables. If corrective action is not done quickly, this phenomenon is likely to set off a wider chain reaction.
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Pendahuluan

Industri pariwisata merupakan sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,
baik pada skala global maupun lokal. Kontribusi sektor ini dapat dilihat dari peningkatan
pendapatan devisa negara dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut Anggarini (2020),
pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan dalam beberapa kasus
dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk mencapai manfaat
maksimal, pengembangan pariwisata harus dikelola secara optimal agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan destinasi wisata yang baik akan berdampak positif pada
jumlah kunjungan wisatawan (Paskasari et al., 2020). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam
industri pariwisata juga berperan dalam meminimalkan dampak negatif dan mendukung
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Liana, 2018). Kelembagaan yang kuat berperan
penting dalam inisiasi dan pengelolaan pariwisata di suatu destinasi, sebagaimana dinyatakan oleh
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Hilman (2017), bahwa keberhasilan pariwisata bergantung pada kolaborasi dan ketahanan
kelembagaan.

Kelembagaan dalam pariwisata, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), memainkan peran
penting dalam produktivitas dan pengelolaan destinasi. Menurut Penrose (1959) dalam Jiang
(2019), kelembagaan dapat diibaratkan sebagai kumpulan sumber daya produktif, mencakup
keterampilan manajerial, pengetahuan, dan pengalaman. Penguatan kelembagaan pariwisata
mencakup pengaturan kewenangan, pola organisasi, komunikasi, serta kebijakan yang
mendukung pengembangan pariwisata. Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata
berkelanjutan, masyarakat harus terlibat secara aktif dan mendapatkan manfaat langsung dari
kegiatan pariwisata (Liana, 2018). Pemerintah juga berperan penting dalam mendukung
pengembangan desa wisata sebagai upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, terutama
di wilayah pedesaan (Kemenparekraf, 2017).

Salah satu contoh desa wisata dengan potensi pariwisata tinggi adalah Kampung Susu Lawu di
Magetan, Jawa Timur. Destinasi ini dikenal dengan konsep agrowisata yang berfokus pada produk
olahan susu sapi perah, serta atraksi wisata lainnya seperti peternakan sapi, kawasan pertanian,
dan jalur pendakian Gunung Lawu. Keberadaan potensi wisata ini telah mendorong masyarakat
setempat untuk mengembangkan destinasi tersebut secara kolaboratif bersama para pemangku
kepentingan. Namun, meskipun pemerintah daerah seperti Magetan telah menjadikan pariwisata
sebagai sektor andalan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan kelembagaan Pokdarwis
“Pesona Singo Langu” di Kampung Susu Lawu. Studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan destinasi wisata masih minim (Damanik, 2013). Faktor lain yang turut
mempengaruhi kelemahan kelembagaan adalah kurangnya fasilitas pendukung dan keterbatasan
dana (Hidayati & Oktalina, 2020).

Kasus di Kampung Susu Lawu menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan, dimana
kelembagaan Pokdarwis “Pesona Singo Langu” mengalami penurunan kinerja akibat kurangnya
keterlibatan anggota dan kesibukan pribadi (Hukama, 2022). Melemahnya kelembagaan
pariwisata dapat berdampak signifikan terhadap pengembangan destinasi serta kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang
menyebabkan melemahnya Pokdarwis “Pesona Singo Langu” Kampung Susu Lawu serta
dampaknya terhadap masyarakat lokal dan keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode analisis
deskriptif merupakan metode dengan tujuan untuk menjelaskan topik melalui sebuah narasi atau
kata-kata terkait fakta, data, dan objek yang diteliti secara sistematik berdasarkan situasi alamiah
(Bradshaw, dkk., 2017:3). Melalui metode deskriptif tersebut, hasil penelitian menitikberatkan
pada makna sehingga akan bersifat dinamis sesuai dengan keadaan di lapangan (Dyar, 2022:
190). Metode penelitian ini digunakan oleh penulis untuk membantu penulis dalam
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mengumpulkan sudut pandang pada melemahnya kelembagaan Pokdarwis “Pesona Singo
Langu” di Kampung Susu Lawu Magetan melalui pihak yang dianggap mampu memberikan
jawaban.

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Singolangu Desa Sarangan Kecamatan Plaosan, Kabupaten
Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dusun Singolangu merupakan sebuah kawasan yang berada
dibawah administrasi Kelurahan Sarangan. Dusun Singolangu memiliki banyak potensi mulai dari
alam, budaya, hingga wisata yang masih dapat dikembangkan secara optimal. Potensi lain yang
dapat dilihat yakni dari potensi non-fisik seperti kelembagaan sosial yang begitu banyak di Dusun
Singolangu. Kelembagaan sosial tersebut masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai
dengan kebutuhan bidang yang ditekuni. Salah satu kelembagaan sosial yang menjadi fokus
dalam penelitian ini yakni lembaga Kelompok Sadar Wisata Kampung Susu Lawu “Pesona Singo
Langu”.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua basis data yakni data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari teknik pengumpulan data secara kombinasi di
antaranya observasi dan wawancara terhadap 10 orang narasumber. Selain itu, untuk
memperoleh sumber data sekunder dilakukan dengan studi literatur. Hal tersebut harapannya
dapat menguatkan validasi data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang
diperoleh. Selanjutnya, analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data
tersebut diperoleh dari proses pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan studi
literatur. Analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan (Miles et al., 1999).

Dalam analisis kelembagaan “Pesona Singo Langu” terdapat tiga dimensi utama yang menjadi
fokus, yakni tujuan (goal), formasi (formation), dan fungsi (function). Menurut Kusworo (2015) tiga
elemen yang saling terkait dalam sebuah kelembagaan, yaitu goal (tujuan), formation (sumber
daya), dan function (tata kelola/governance). Hubungan keterkaitan antara ketiga elemen tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Goal (tujuan): merujuk pada tujuan atau target yang ingin dicapai oleh sebuah kelembagaan.
Tujuan ini akan menjadi panduan dalam pembentukan kelembagaan dan pengelolaan sumber
daya.

2. Formation (Sumber daya): meliputi segala sumber daya yang digunakan untuk mencapai
tujuan dari lembaga.

3. Function (tata kelola/governance): merujuk pada tata kelola atau cara pengelolaan
kelembagaan. Fungsi ini mencakup proses pengambilan keputusan, struktur organisasi, dan
mekanisme pengawasan kelembagaan. Tata kelola yang baik akan mendukung pencapaian
tujuan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
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Hasil dan Pembahasan

Dengan demikian keterkaitan antara goal, function, dan formation dapat dihubungkan sebagai
bentuk upaya untuk menyelaraskan tujuan (goal) kelembagaan dengan pengelolaan sumber daya
(formation) melalui tata kelola (function) yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Selanjutnya hubungan antara ketiga tersebut diformulasikan untuk menjadi bahan acuan
pertanyaan dalam proses wawancara.

Goal (Tujuan)

Terciptanya tujuan merupakan langkah awal yang membentuk struktur keanggotaan Kelompok
Sadar Wisata “Pesona Singo Lawu”. Tujuan lain yang dapat dilihat merupakan pemberdayaan
masyarakat melalui pembangunan wisata Kampung Susu Lawu. Tujuan utama dari keberadaan
kelompok ini yaitu untuk membantu anggota kelompok dalam proses pemulihan sektor ekonomi
masyarakat setempat. Lebih lanjut tujuan tersebut kini dapat dirasakan dalam perubahan keadaan
sosial masyarakat Kampung Susu Lawu. Masyarakat sadar untuk membangun sebuah desa wisata
memerlukan kontribusi dan gotong royong bersama.

Dengan demikian aktor sebagai tokoh inisiator dapat memposisikan diri dengan mengetahui
fungsi dan tindakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan.
Terbentuknya kelompok sadar wisata berawal dari munculnya potensi yang dimiliki oleh Dusun
Singolangu. Masyarakat setempat yang memiliki mata pencaharian sebagai peternak sapi perah
dan menghasilkan hasil susu sapi perah yang melimpah. Potensi tersebut selanjutnya dijadikan
motivasi untuk mengembangkan Dusun Singolangu menjadi Kampung Susu Lawu. Melalui
motivasi yang didasarkan pada potensi selanjutnya dijadikan sebagai faktor terciptanya tujuan.

Status legalitas

Melalui beberapa elemen yang telah disusun kemudian diturunkan menjadi sebuah daftar
pertanyaan dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi kelembagaan Pokdarwis “Pesona Singo
Langu” pada awal tahun kepengurusannya yakni sudah terdapat tujuan yang jelas dengan
dibuktikannya peresmian destinasi Kampung Susu Lawu melalui kolaborasi dengan beberapa
stakeholder. Selanjutnya kelompok sadar wisata tersebut sudah dirasa memiliki tujuan dan fungsi
yang jelas sehingga dibutuhkan SK sebagai bentuk legalitas dari sebuah kelembagaan. Melalui
proses tersebut kemudian Kelompok Sadar Wisata secara langsung mengajukan SK kepada
Dinas Pariwisata Magetan selaku fasilitator.

“...Kami mendapatkan SK dari bantuan Bu Happy selaku staf Dinas Pariwisata Magetan,
proses nya dulu mengajukan formulir dan diserahkan ke dinas...” (Wawancara langsung
dengan Dedi Kurniawan pada tanggal 28 Januari 2024).

SK Pokdarwis Pesona Singo Langu tersebut diterbitkan melalui pengajuan formulir yang ditujukan
kepada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magetan selanjutnya formulir tersebut
digunakan untuk mendaftar kelembagaan Pokdarwis untuk dilegalkan secara resmi. Pokdarwis ini
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kemudian secara hukum sudah mendapatkan reputasi dan kredibilitas yang sah melalui SK yang
diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan sesuai dengan Perda Pasal 5 No 4
Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. Melalui pengesahan tersebut
beberapa program stakeholder terkait sosialisasi dan pelatihan langsung menyasar kepada
kelompok sadar wisata tersebut.

Visi, misi dan nilai kelembagaan

Visi misi dalam sebuah kelembagaan digunakan sebagai landasan untuk keberlanjutan sistem
lembaga sehingga dapat dinyatakan berhasil. Visi merupakan sebuah gagasan untuk mencapai
tujuan bersama dalam sebuah kelembagaan. Sedangkan misi merupakan tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Hal tersebut artinya visi misi menjadi sesuatu yang penting
dalam mencapai tujuan dari sebuah kelembagaan. Berkaca pada proses pembentukan
kelembagaan pariwisata Pesona Singo Langu sejak awal terbentuknya struktur sudah memiliki
sebuah tujuan dan konsep. Pesona Singo Langu sebagai kelembagaan pariwisata bertujuan
sebagai pemantik pengembangan potensi wisata di Kampung Susu Lawu. Sesuai dengan
deskripsi pada salah satu profil media sosial Kampung Susu Lawu!" merupakan sebuah destinasi
dengan konsep agrowisata yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan sapi perah, produksi
olahan susu, dan kawasan pertanian.

“...kalau visi misi kami secara resmi belum ada ya mbak, sejauh ini kami hanya memiliki SK
pokoknya kalau ada wisatawan berkunjung yaudah kita layani sesuai dengan paket...”
(Wawancara langsung dengan Dedi Kurniawan pada tanggal 28 Januari 2024).

Secara resmi, Kelembagaan Pokdarwis “Pesona Singo Langu” belum memiliki visi misi untuk
menjalankan aktivitas pariwisata di Kampung Susu Lawu Magetan. Artinya, aktivitas pariwisata
tidak memiliki batasan dan secara otomatis tidak ditemukan sebuah gagasan untuk
mengembangkan kepariwisataan. Hal tersebut mengakibatkan semakin kecil kemungkinan untuk
mencapai tujuan bersama dari sebuah kelembagaan yang secara langsung mengatur kegiatan
wisata. Pada konteks Kampung Susu Lawu dapat diartikan bahwa tujuan (goal) sebagai elemen
kelembagaan belum sepenuhnya dilakukan oleh Pokdarwis “Pesona Singo Langu”.

Fungsi (Function)

Fungsi kelembagaan pariwisata dalam sebuah destinasi sangat penting dalam pengembangan
dan pengelolaan industri pariwisata, terlebih pariwisata dengan basis komunitas. Mereka
memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan berbagai aspek pariwisata, termasuk
kepengurusan lembaga dan komunikasi. Selain itu, fungsi kelembagaan juga melakukan
pengembangan destinasi, promosi pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pengembangan
infrastruktur pariwisata.

Kelembagaan pariwisata juga berperan dalam memastikan keberlanjutan dan pemerataan
manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat fungsi lain sebagai pengembangan kebijakan,
pelatihan tenaga kerja, dan pemantauan serta evaluasi dalam kegiatan pariwisata secara
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keseluruhan pada konteks Kampung Susu Lawu. hal tersebut sejalan dengan pendapat
(2015:127) kelembagaan memiliki peran sebagai penggerak utama, yang memfasilitasi pertemuan
alur cerita dan argumen. Akumulasi pengetahuan dan hubungan sosial dalam posisi yang terus
berubah menempatkan wirausahawan kelembagaan sebagai inti pengembangan kelembagaan
pariwisata kampung perkotaan.

Kepengurusan lembaga

Setelah melalui beberapa tahap yang panjang, Kampung Susu Lawu telah memasuki proses
peresmian sebagai destinasi wisata. Salah satu tahap yang penting yakni melalui proses pengujian
produk wisata oleh pasar. Indikator yang dipakai dalam keberhasilan produk ini melalui kuantitas
permintaan oleh masyarakat. Selain itu terdapat bantuan stakeholder seperti dompet dhuafa dan
Bank BRI dalam proses pengembangan produk wisata. Destinasi pariwisata dapat digambarkan
sebagai kelompok pemasok independen yang diartikulasikan secara longgar dan terhubung
bersama untuk menghasilkan produk pariwisata secara keseluruhan termasuk jaringan,
kolaborasi, dan kemitraan semuanya hadir di dalamnya (Kusworo 2015:74).

Peresmian Kampung Susu Lawu dilakukan pada tanggal 25 November 2020 oleh Bupati
Kabupaten Magetan. Acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh jajaran pemerintah kabupaten
magetan mulai dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas
Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Perhubungan. Pihak lain yang ikut terlibat dalam
membantu proses peresmian destinasi wisata Kampung Susu Lawu juga terdapat dari unsur
stakeholder dan unsur masyarakat setempat.

“...Pokdarwis secara kelembagaan sudah tidak ikut mengelola salah satunya dengan diajak
untuk aktif, awal pendirian saya ikut terlibat tetapi setelah diresmikan saya sudah jarang
untuk dilibatkan kembali. Persentase keterlibatan 100% diambil alih oleh perangkat atau
kelembagaan baru...” (Wawancara langsung dengan Dedi Kurniawan pada tanggal 28
Januari 2024).

Setelah melalui tahap peresmian destinasi Kampung Susu Lawu kelembagaan pariwisata Pesona
Singo Langu perlahan mulai jarang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Kelembagaan tersebut
cenderung aktif jauh sebelum Kampung Susu Lawu diresmikan. Artinya kelembagaan hanya
terlibat dalam proses perencanaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal termasuk
perubahan fokus dan prioritas dari keanggotaan kelembagaan tersebut.

“...Faktor lain yang memengaruhi tidak aktif karena pekerjaan yang sibuk dan tidak fokus ke
sektor pariwisata, salah satunya wakil ketua yang merupakan pengrajin wayang kulit,
Bendahara UMKM mahar pernikahan dan wedding organizer, biasanya jadi pemandu
menjadi kepala sekolah di Panca bakti, ada yang kerja di disnakkan sebagai bahan
inseminasi buatan...” (Wawancara langsung dengan Dedi Kurniawan pada tanggal 3 Juni
2023).
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Akibatnya, tidak didapati dorongan atau agenda yang jelas untuk melanjutkan kegiatan pariwisata.
Hal tersebut kemudian berlanjut pada keterbatasan sumber daya baik itu berupa finansial, waktu,
dan manusia sehingga menjadikan tidak ada alokasi anggaran atau tenaga kerja yang cukup untuk
melanjutkan kegiatan kepariwisataan. Terhitung mulai saat ini kepengurusan kelembagaan
tersebut sudah tidak efektif dan cenderung pasif dalam melaksanakan kegiatan pariwisata.

Komunikasi

Komunikasi dan koordinasi dalam sebuah kelembagaan pariwisata sangat penting untuk
memastikan semua stakeholder terlibat dan terinformasi dengan baik. Ini melibatkan pertukaran
informasi yang efektif antara pihak-pihak pemangku kepentingan, kegiatan koordinasi meliputi
antar divisi atau unit, serta kolaborasi dengan mitra eksternal seperti pemerintah lokal pelaku
usaha pariwisata, dan masyarakat setempat.

“...Pembentukan pokdarwis tidak dengan sepengetahuan lingkungan, dulu pernah ada anak
KKN ingin program pemberdayaan disini minta program apa lalu saya mengharapkan untuk
pembinaan outbound anak muda lalu diarahkan ke dinas justru dinas malah ngomong kalau
disini sudah ada pokdarwis saya ngendikan kalau disini pokdarwisnya tidak ada kegiatan
dan koordinasi andaikata kami mengetahui mungkin kegiatan wisata sudah diarahkan ke
mereka. Sudah ada SK tapi tidak ada kegiatan tidak ada pertemuan...” (Wawancara
langsung dengan Bu Sri Wahyuni 28 Februari 2024).

Masyarakat menganggap bahwa kelompok sadar wisata “Pesona Singo Langu” sudah tidak
didapati kegiatan khususnya dalam bidang pariwisata yang melibatkan seluruh anggota hingga
saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak terdapat koordinasi yang efektif dalam
menjalankan tugas pokok fungsi nya. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang
kurang mengetahui kondisi dari Kelembagaan Pokdarwis “Pesona Singo Langu” tersebut. Bukti
lain menurut pernyataan Bu Sri Wahyuni yakni sudah tidak terdapat kegiatan aktif yang
menunjukkan pergerakan dari kelembagaan tersebut. Hal tersebut semakin sering terjadi setelah
proses peresmian destinasi Kampung Susu Lawu oleh Bupati Magetan. Saat ini kelembagaan
tersebut tidak terdapat komunikasi lanjutan terkait rencana jangka pendek maupun keberlanjutan
program. Lebih lanjut hal ini membuktikan bahwa peran koordinasi dan komunikasi sangat penting
dalam membentuk citra kelembagaan terlebih kepada masyarakat itu sendiri.

Formasi (Formation)

Formasi jabatan dipahami dengan tepat sebagai gabungan dari jabatan-jabatan dalam satu titik
yang memberikan peran tertentu pada suatu sistem kelembagaan Kusworo (2015:127). Hal
tersebut dapat diartikan sebagai 'momen posisi', yang memberikan 'momen peran' dalam proses
penentuan posisi yang berkelanjutan. Dalam sebuah konteks kelembagaan pariwisata, formasi
biasanya melibatkan struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit fungsional seperti manajemen
destinasi, divisi pemasaran, divisi pengembangan produk, unit keuangan, unit sumber daya
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manusia, dan unit pengawasan atau evaluasi kerja. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung
jawabnya sendiri dalam mendukung tujuan dan konsep kepariwisataan yang terbentuk.

Tata kelola

Tata kelola dalam sebuah kelembagaan pariwisata meliputi berbagai aspek seperti perencanaan
strategis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, pengembangan produk dan
destinasi, serta pengawasan dan evaluasi kinerja untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas
operasional. Peran kelembagaan Pokdarwis menjadi sangat signifikan pada tahap awal.
Keterlibatan yang mereka lakukan tidak hanya dalam proses mempersiapkan destinasi wisata
tetapi juga dalam memastikan setiap aspek perencanaan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, khususnya setelah destinasi tersebut diresmikan. Hal ini terkonfirmasi melalui
pernyataan Dedi Kurniawan, selaku ketua Pokdarwis “Pesona Singo Langu”.

“...Awal tahun kami sifatnya sebagai memantik trigger KSL proses pada tahun 2018 awal
kami dilibatkan untuk proses pendirian KSL yang diinisiasi oleh Disnakkan karena tugas
bupati yang mengharuskan untuk setiap dinas memiliki satu program unggulan...”
(Wawancara langsung dengan Dedi Kurniawan pada 3 Juni 2023).

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata di Kampung Susu Lawu pada mulanya sebagai bentuk
pemantik atau trigger kepada masyarakat secara luas untuk mengenalkan potensi wisata. Hal
tersebut berawal dari program kerja yang diinisiasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan
melalui tugas bupati yang mengharuskan agar setiap dinas di Kabupaten Magetan memiliki satu
program unggulan yang dibina. Menindaklanjuti hal tersebut kemudian Dusun Singolangu
diupayakan untuk menjadi Kampung Susu Lawu dan memiliki sebuah lembaga pengelola wisata.
Dalam bidang kelembagaan bentuk kewirausahaan yang paling nyata adalah menciptakan suatu
tatanan kelembagaan yang menghubungkan formasi, fungsi, dan tujuan. Tata kelola lembaga yang
dilakukan saat ini oleh Pokdarwis “Pesona Singo Langu” yakni tidak melakukan perencanaan
strategis yang dapat dirancang untuk pengembangan destinasi jangka panjang.

Namun, setelah peresmian destinasi perencanaan strategis ini kurang bahkan tidak dilakukan
sama sekali atau dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan
yang berkembang. Akibatnya tidak ditemukan keberlanjutan program pada kelembagaan
Pokdarwis tersebut. Efek domino seperti masalah pada motivasi dan inovasi anggota juga dapat
terjadi sehingga menyebabkan lemahnya kelembagaan itu sendiri.

Kepemimpinan

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata “Pesona Singo Langu” tidak terlepas dari kontribusi Dedi
Kurniawan selaku inisiator dan selanjutnya menjabat sebagai ketua Pokdarwis. Banyaknya potensi
di Dusun Singolangu sebagai motivasi Dedi Kurniawan yang selanjutnya bersama beberapa
anggota membentuk sebuah kelompok. Kelompok tersebut kemudian memiliki tujuan dengan
fokus utama megembangkan wisata di Dusun Singolangu menjadi Kampung Susu Lawu. Peran
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lain yang dapat dilihat yakni dengan peran kapasitas masing-masing aktor untuk membangun
kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat.

Seorang aktor sebagai pemeran utama dari sebuah kelembagaan secara umum harus memiliki
keahlian dalam mengenali, menemukan, dan menciptakan produk yang sesuai dengan target
pasar. Menurut pendapat (Lelie, 2018:20) Dalam pengembangannya, sudut pandang dan konteks
seorang aktor dari private sector tentu saja akan jauh berbeda dengan aktor dari kelembagaan
masyarakat. Melihat dari beberapa kasus tentu saja didapati aktor mengenali dan mempelajari
secara otodidak dengan meraba dari awal bagaimana membentuk sebuah kelembagaan.

Dalam konteks Jawa dalam catatan Kusworo (2015:127) terdapat pepatah lama yang dinyatakan
sebagai usul-mikul (bahasa Jawa: sugesti-membawa). Artinya siapapun yang mengusulkan (usul),
sebaiknya dialah yang mikul (memikul beban di pundaknya) dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan usul yang diberikan. Dalam konteks kajian ini, posisi yang diciptakan oleh tindakan
pemberian sugesti (usul) memberikan kemungkinan peran bagi aktor-aktor terkait untuk berperan
mengatur (mikul) tatanan kelembagaan.

Kepemimpinan dalam Pokdarwis “Pesona Singo Langu” memainkan peran penting dalam
perkembangan awal Kampung Susu Lawu. Dedi Kurniawan selaku inisiator pokdarwis dan ketua
pokdarwis selama masa periode kepemimpinan menerapkan pola kepemimpinan /n-Group. Pola
kepemimpinan tersebut mengacu pada gaya kepemimpinan yang hanya melibatkan keanggotaan
dengan kedekatan relasi, keanggotaan seringkali memiliki kesamaan nilai, tujuan, dan prespektif.
Karakteristik kepemimpinan yang dilakukan oleh Dedi Kurniawan berdampak pada eksklusivitas
dan kurangnya perspektif yang beragam. Dedi kurniawan pada awalnya melibatkan beberapa
unsur masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata. Keterlibatan tersebut
disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing anggota. Namun, seiring berjalannya waktu
kepemimpinan ini mungkin mengalami beberapa tantangan seperti kurangnya pengelolaan
sumber daya dan koordinasi yang mengurangi efektivitas kelembagaan tersebut. Selain itu, gaya
kepemimpinan yang dilakukan cenderung tertutup sehingga berpotensi terdapat diskriminatif
antara kelompok lembaga lain yang tidak termasuk dalam kelembagaan ini.

Job desk (Ruang Lingkup Pekerjaan)

Dalam sebuah formasi kelembagaan job desk diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab. Bentuk
tugas tersebut memiliki keberagaman tergantung pada peran dan fungsi masing-masing posisi.
Setiap posisi tersebut tentu saja memiliki peran yang penting dalam mendukung kesuksesan
industri pariwisata dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Terdapat formasi dan fungsi yang
jelas pada inti anggota yakni Dedi Kurniawan sebagai ketua Kelompok bertugas untuk memimpin
dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok, Suprianto sebagai Sekretaris bertugas untuk
mengelola administrasi dan dokumentasi serta memastikan komunikasi berjalan lancar,
Kurniawan sebagai bendahara bertugas dalam mengelola keuangan kelompok dan menyusun
laporan keuangan secara berkala, Dodik Triwahyudi sebagai Bidang Humas bertugas untuk
mengelola hubungan media dan mempromosikan program kegiatan, Budianto sebagai bidang
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Pengembangan bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan program pengembangan
pariwisata termasuk pengembangan produk wisata dan peningkatan kualitas layanan, Puput
Maulani sebagai Bidang Pelatihan dan Edukasi bertugas untuk menyusun dan melaksanakan
program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor pariwisata, beserta jajaran
anggota lainnya.

Berdasarkan job deskripsi sebelumnya implementasi pekerjaan dalam formasi kelembagaan
dijalankan secara terstruktur dan jelas untuk memastikan setiap peran dan tanggung jawab dapat
dijalankan secara efektif. Efektifitas yang terjadi saat ini yakni seluruh job deskripsi tersebut belum
berjalan sesuai dengan harapan awal. Penyebab dari hal tersebut hampir sama dengan penyebab
unsur kelembagaan sebelumnya. Keanggotaan memiliki fokus yang sempit terhadap prioritas
kegiatan kepariwisataan. Kurangnya komunikasi dan inovasi juga menyebabkan lemahnya
perencanaan strategis sehingga berdampak pada keberlanjutan lembaga jangka panjang.

Manajemen lembaga

Peranan dari pemerintah dan masyarakat setempat memiliki kapasitas yang berbeda dengan latar
belakang yang berbeda pula. Masing-masing aktor tersebut memegang peran penting dalam
menemukan peluang ide hingga menciptakan produk wisata Kampung Susu Lawu. Berdasarkan
hasil analisis yang didasarkan dengan tahap observasi dan wawancara peneliti menemukan
bahwa pada tahap awal peran pemerintah dalam penentuan ide peluang yang selanjutnya secara
estafet diberikan kepada masyarakat untuk mengambil alih peran yang krusial dalam menemukan
potensi ide, menciptakan struktur, membentuk formasi dan fungsi, selanjutnya melakukan
implementasi dan menggerakkan perubahan sosial dalam masyarakat.

Secara umum keberadaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga memiliki
keterlibatan dalam mengembangkan Kampung Susu Lawu. Peranan Dinas Peternakan dan
Perikanan sebagai tokoh eksternal yang membantu menganalisis pasar kemudian memberikan
bantuan berupa pembangunan infrastruktur pendukung hingga penguatan SDM setempat.
Keberadaan Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan awal dari terciptanya peluang usaha
wisata Kampung Susu Lawu. Usaha wisata yang tumbuh tersebut kemudian dilanjutkan dengan
kolaborasi pemerintah dengan masyarakat setempat untuk membentuk kelompok di bidang
wisata. Melalui hal tersebut kemudian dapat diartikan bahwa manajemen kelembagaan dengan
pihak eksternal kaitannya Dinas Pariwisata dan Dinas Peternakan dapat terjalin dengan baik. Lebih
lanjut hal tersebut dapat menjadi bukti akan keberadaan manajemen lembaga Pesona Singo
Langu.

Struktur lembaga

Jauh sebelum Kampung Susu Lawu diresmikan menjadi sebuah destinasi kelompok sadar wisata
sudah memiliki struktur keanggotaan yang diketuai oleh Dedi Kurniawan. Terdapat lima posisi
Jjobdesk beserta nama anggota yang bertugas yakni, Dedi Kurniawan sebagai ketua Kelompok,
Suprianto sebagai Sekretaris, Kurniawan sebagai bendahara, Dodik Triwahyudi sebagai Bidang
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Humas, Budianto sebagai bidang Pengembangan, Puput Maulani sebagai Bidang Pelatihan dan
Edukasi, beserta jajaran anggota lainnya. Pemilihan anggota tersebut didasarkan pada potensi diri
yang dimiliki oleh masing-masing anggota serta hubungan relasi yang sudah terjalin sebelumnya.
Keanggotaan tersebut memiliki motivasi yang kemudian dijadikan sebagai tujuan dari
terbentuknya kelompok tersebut.

Mengacu pada keterangan informan sebelumnya yang menyebutkan bahwa keanggotaan pada
struktur tersebut sudah tidak berjalan dengan efektif akibat beberapa faktor yang memengaruhi.
Selanjutnya, Struktur lembaga dan keanggotaan kemudian diganti dengan melibatkan unsur
pemuda yang sekaligus bertanggung jawab dalam kegiatan outbound. Hal tersebut sudah
terkonfirmasi oleh Diki Hendrawan selaku tokoh pemuda di Kampung Susu Lawu.

“...untuk yang kelompok baru masih proses pengajuan karena menurut dinas dan perangkat
desa masih bingung akan menggunakan lembaga pokdarwis lagi, bumdes, atau kelompok
pengelola baru dengan nama yang berbeda...” (Wawancara langsung dengan Diki
Hendrawan pada tanggal Februari 2024).

Keanggotaan baru ini merupakan hasil dari inisiatif masyarakat sebagai respon terhadap masalah
kelembagaan yang lemah dan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata Kampung Susu Lawu.
Hingga saat ini, kelompok baru tersebut belum memiliki status legal yang jelas dan tidak memiliki
struktur keanggotaan yang resmi. Perubahan kepengurusan ini menunjukkan bahwa Pokdarwis
Pesona Singo Langu berada pada keadaan yang tidak efektif.

Konklusi Melemahnya Pokdarwis Pesona Singo Langu

Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen kelembagaan di Pesona Singo Langu menghasilkan
data yang bervariasi. Elemen tujuan memiliki hasil yang baik akibat status legalitas yang jelas,
sedangkan elemen fungsi dan formasi menunjukkan kelemahan dalam komunikasi, manajemen,
dan kepemimpinan. Meskipun struktur dan deskripsi pekerjaan sudah sesuai, manajemen yang
kurang baik menyebabkan kelembagaan melemah.

Awal Penerbitan Peresmian Covid-19 Wabah PMK POKMAS
Pembentukan SK Dinpar destinasi KSL gelomang 2 (2022) (2023)
lembaga (2018) (2020) (2021)

(20186)

Gambar 1. Grafik Garis Waktu Pokdarwis Pesona Singo Langu
(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2024)
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Berdasarkan grafik garis waktu diatas dapat menjadi acuan data perubahan kondisi eksisting
kelembagaan Pokdarwis Kampung Susu Lawu “Pesona Singo Langu” dari tahun ke tahun.
Akibatnya, masyarakat membentuk kelompok baru sebagai respon terhadap permintaan
wisatawan di Kampung Susu Lawu Magetan. Kelembagaan Pokdarwis melemah karena faktor
internal, seperti kurangnya empati dan pariwisata tidak dijadikan pekerjaan utama, serta faktor
eksternal, seperti hadirnya kelembagaan baru dari unsur pemuda, tahun politik, dan kurangnya
koordinasi serta komunikasi.

Kurangnya empati

Beberapa fungsi dan formasi telah diciptakan yang kepentingannya bukan sekedar menghasilkan
uang atau keuntungan ekonomi. Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun keduanya mungkin
berhubungan, baik bisnis maupun pembentukan kelembagaan juga memiliki sifat yang berbeda.

“...Faktor lain yang memengaruhi tidak aktif karena pekerjaan yang sibuk dan tidak fokus ke
sektor pariwisata, salah satunya wakil ketua yang merupakan pengrajin wayang kulit,
Bendahara UMKM mahar pernikahan dan wedding organizer, biasanya jadi pemandu
menjadi kepala sekolah di Panca bakti, ada yang kerja di disnakkan sebagai bahan
inseminasi buatan. Harapannya manajemen pengelolaan yang jelas dan semoga regenerasi
pengurus bisa lebih transparan. Sifat empati masyarakat belum kuat semoga dengan sistem
saham bisa menguatkan empati masyarakat...” (Wawancara langsung dengan Dedi
Kurniawan 3 Juni 2023).

Menurut pendapat Dedi Kurniawan selaku inisiator dan ketua Pokdarwis “Pesona Singo Langu”
keanggotaan yang dibentuk sudah tidak efektif karena belum menjadikan sektor pariwisata
sebagai main job dan kurangnya empati masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di
Kampung Susu Lawu. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Kusworo (2015:78) yang
mengatakan bahwa Mengintegrasikan unsur-unsur masyarakat ke dalam kegiatan pariwisata akan
memberikan peluang ekonomi bagi partisipasi masyarakat, yang selanjutnya dapat
memberdayakan masyarakat khususnya di kalangan wong cilik. *Wong cilik dalam bahasa jawa
diartikan sebagai golongan masyarakat dengan status lebih rendah.

Kelembagaan yang Bersifat Top-down

Tantangan lain yang muncul sebagai faktor internal melemahnya kelembagaan ini yakni pola
kelembagaan yang bersifat top-down. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat lokal akibat gaya
kepemimpinan yang eksklusif dan cenderung tertutup sehingga masyarakat kurang menyadari
akan keberadaan dan fungsi dari kelembagaan Pokdarwis Pesona Singo Langu. Hal tersebut tentu
saja berakibat pada intensitas ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi. Lebih lanjut,
masyarakat tidak sepenuhnya memahami keberadaan, peran, dan fungsi kelembagaan dalam
pengembangan Kampung Susu Lawu.

Rendahnya pemahaman tersebut juga menyebabkan lemahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya peran mereka itu sendiri dalam mendukung dinamika kelembagaan ini. Padahal, jika
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peran dari masyarakat dimaksimalkan secara aktif dari masyarakat dapat menciptakan sinergi
dalam pengembangan potensi wisata yang berkelanjutan. Kondisi ini jika terus berlanjut dapat
menghambat perkembangan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta
aspirasi lokal.

Dengan demikian, diperlukan perubahan pendekatan dari pola top-down menjadi pola yang lebih
partisipatif dan inklusif sehingga masyarakat diberikan peran aktif secara maksimal. Hal ini tidak
hanya akan meningkatkan pemahaman dan rasa memiliki masyarakat terhadap kelembagaan
Pokdarwis, tetapi juga akan memperkuat aktivitas sektor pariwisata yang berkelanjutan yang
melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Kesimpulan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan manajemen internal menjadi
penghambat utama bagi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Pesona Singo Langu dalam
menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada
kelemahan operasional Pokdarwis, tetapi juga menghambat pengembangan potensi pariwisata
setempat yang semakin tinggi permintaannya. Masyarakat mulai merespons situasi ini dengan
membentuk kelembagaan pariwisata baru yang mengutamakan konsistensi anggota dari
kalangan pemuda sebagai bentuk resiliensi. Pemberdayaan pemuda dianggap penting untuk
meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kampung Susu Lawu,
sejalan dengan potensi ekonomi dan perkembangan pariwisata di wilayah tersebut. Dengan
pengorganisasian yang terfokus pada pemuda sebagai pelaksana lapangan, serta pengawasan
manajemen yang dipegang oleh tokoh senior, diharapkan kelembagaan ini dapat menjadi wadah
yang kuat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di kampung tersebut. Hal yang perlu
dilakukan selanjutnya yakni,

1. Perbaikan Struktur Manajemen

Menyusun struktur manajemen yang jelas dan terperinci, dengan pembagian tugas yang
spesifik di setiap level kelembagaan. Hal ini mencakup penyusunan SOP (Standard Operating
Procedures) untuk kegiatan-kegiatan pariwisata sehingga anggota memahami peran dan
tanggung jawab mereka secara terarah.

2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pemuda

Melakukan pelatihan berkala bagi anggota, terutama pemuda, dalam bidang manajemen,
pemasaran, pelayanan pariwisata, dan keterampilan teknis lainnya. Langkah ini membantu
meningkatkan kompetensi anggota dan memaksimalkan potensi mereka dalam pengelolaan
pariwisata lokal. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh
pihak pemerintah dan pihak internal itu sendiri untuk berinovasi dalam berdinamika dalam
bidang pariwisata.
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3. Penguatan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Membangun komunikasi yang lebih intensif dan teratur antara kelembagaan pariwisata baru,
Pokdarwis, serta pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal,
dan pelaku industri pariwisata. Koordinasi yang baik akan memudahkan sinergi antar pihak
dalam mewujudkan tujuan bersama.

4. Monitoring dan Evaluasi

Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan
kelembagaan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan
kelembagaan tercapai dan kelemahan dapat segera diatasi.

5. Peningkatan Akses

Mengupayakan akses terhadap sumber daya pendukung, baik dalam bentuk dana, pelatihan,
maupun jaringan pemasaran yang lebih luas. Keterbukaan terhadap peluang kerja sama
dengan organisasi luar dapat memperkuat keberlanjutan kelembagaan ini.

Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam proses penulisan, review, dan editorial, dalam artikel yang
berjudul “Krisis Kelembagaan Pariwisata: Studi Kasus Kampung Susu Lawu, Magetan, Jawa
Timur”. Penulis menyatakan bahwa naskah ini terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan
dan diproses sesuai ketentuan dan kebijakan jurnal yang berlaku untuk menghindari
penyimpangan etika publikasi dalam berbagai bentuknya.
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